PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI BADAN KEP ALAN NEGARA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DENGAN
BADAN KEFEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERIT SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR : B00/076/BKD/2016
NOMOR : 16/H/KS/II/2016

Pada har im Selasa !:lnwll Saty bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas
bertempat di Jakarta, kami yang bertandsa tangan di bawah ini, masing-
AR

L.

DR. H. ADI ROZAL, M.SL, sclaku Bupati Kerinci beralamat dan
berkantor di Jalan Basuki Rachmat Momor 1 Sungai Penuh, Kerinci,
Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan ates nemea Pemerintah
Kabupaten Kerine yang selanjutnya disebiil PIHAK PERTAMA

BIMA HARIA WIBISANA, sclaku HKepala Badan Kepegawaian Negam
beralamat dan berkantor di Jalan Mayjend. Sutoyo Nomor 12, Cililitan,
Jakarta Timur, 13640, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Kepegawalan MNegara yvang selanjutnya disebut sebagai PIHAK
HEDUA,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-
sama disebut sehoagni PARA PIHAK, terlebih dabulu mempertimbanglan
hal-hal sebagri berikout:

1.
2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipll Negara;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahunm 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali divbah terakhir
dt‘.l‘lﬁ'_iﬂ'l Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 20015;



3. Peraturan Menteri Pendayagunasn Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cam
Pengisian Jahatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan
[natans Pemerintah;

4. Burat Bupati Kerinci Nomor : 800024/ PP-BKD-2016 tangeal 19 Januari

2016 peribal Pengangkatan Pejabat JPT Fratama; dan

Surat Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Momor: 8 26-30/V

0-9/431 Tanggal 20 Januan 2016, pé:ri.hEl.'I Fasilitasi Penilaian

Kompetensi.

5

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat mengrdakan lera sama
mengenai hal-hal sebagai berikut:

Paghl 1
MAKSUD DAN TUJUAN

{1} Maksud Mota Kescpahaman ini adalah untuk mevujudlan kerja sama
MU FEgE el Kabupeen Keiucl deopan Dadan Bepgaasine
Megara dalarn  penilalan  kompetensi Pegawai Negeri Bipil  yang
memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Plmpinan Tinggi Pratama
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerincl.

{2y Tujuwon Hota liosopahamon ini adokab opheged deser Penyelaongaann
penilaian kompetensi Pegawai Negerl Sipll yang memenuhi syarat
untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kerinci,

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Nota Kesepahaman inl yaita penyelenggaraan
penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk
menduduki Jabatan Pimpinan Tingg Pratama di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kerinc.

Pasal 3
PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan penilalan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Passl
2 dilak=anakan oleh PARA PIHAK mesuai dengan kewajiban dan haknya

masing-masing.
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Pagal 4
EEWAJIBAN DAN HAK

Kewajiban dan Hak PIHAK FERTAMA:
u. PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1} untuk memberi data, informas, dan }:el.erangan-k-:’tcmngan VRNE
merupakan kelengkapan penyelenggaraan penilaian hompetensi;
dan

2| menyiapkan sarana dan prasaran.

h. PIHAK PERTAMA berhak menjadikan hasil penilaian kompetensi
sebagal dokumen masukan untuk pelaksansan pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama di lingkangan Pemerintah Kabupaten
Kerinei.

Kewnjiban dan Hak PIHAK KEDUA:
a. PTHAK KEDUA berkewajiban:
1} menyediakan tenaga penilal kompetensi;
2} melakukan penilaian kompetensi; dan
3} melaporkan secara tertulis dan memaparkan hasil penialan
kompetensl kepada PIHAK PERTAMA.

h. PIHAK KEDUA berhak menjadiken hasil penilaian kompetensi
untuk keperluan pembinean dan  penyelengparaan  mansjemen
Aparatur Sipil Negara secara nasional.

Kewajiban PARA PIHAK:

a. menolak intervensl dari pihek manapun yang dapat et pengarhi
hasil penilalan kompetensi, dan

b. menjaga kerahasiaan hasil perulaian ko petensi,

Pasal 5
JANGEA WAKTU

Mota Kesepabhaman ini mulai berlabw  terhitung  mulai  tanggal
ditandatangrni sampai dengan tangegal 31 Desember 2016,

Mota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang  dengan

kesepakalan PARA PIHAK dengen wakiu pengajuan paling lambat 1
{satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ind.
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Pagal 6
FEMEIAVAAN

Segala bisya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanasn Mot
Kesepahaman ini dibebankan pada Angearan Pendapatan dan Belanja
Daerah Pemerintah Kabupaten Kerlnei Tahun Anggeran 2016 dengan
berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi,

PIHAK HEDUA hanya menerima pembisyaan berupa honor fasilitator,
honor nerasumber, honor tim kegintan, dan biaya perjolinan dinas
beserta akomodasl yang dilaksanakan sesual peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai standar biaya.

Perbiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2| didasarkan pada
surat penetapan, penugasan, dan/atau permintaan tertulis oleh PIHAK
PERTARMA.

Dalam hal PIHAK PERTAMA hanya menyampaikan permintaan tertulis
sebagaimana dimaksud pada avat [3), PIHAK KEDUA menindaklanjuti
dengan menerbitkan surat penetapan dan/atau surat penugassn.

Pagal 7
FORCE MAJEURE

[ralam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kews)iban
yang tercantum sebagnimana yang dimaksud dalam Pasal 4 yang
disebabkan oleh tndakan dan/ataw diakibatkan oleh kejadian di luar
kekuasaan PARA PIHAK (force mojeurs) yang secara  langsung
berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka segals
keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA
PIHAK.

Apabila terjadi foree majeure sebapaimana dimaksud pada ayat (1),
pthak yang mengalami force majeurs harus memberitabukan 8ecara
tertulis mengenai tanggal lesjadinya, peayebab, dan kewajiban yang
tertunda karena forcs majeure dalam waktu selambat-lambataya 7
[tujuh) hari kalender, dengan melampirkan bukt-bukti vang layak atas
terjadinym foroe mefeurs lersebut,

Apabila dalam 7 {tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan
vang dimaksud pada ayat [2)] belum atau tidak ada tanggepan, pthak
yang menerima pemberitabuan dianggep telah menyetujui dan sepakat
segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda  secara
musyawarah.

Setelah berakhir atau dapat diatasinya force majeure tersebut, maka
pihak yang mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat force
majeure wajlb segera melaksanakan  kewajiban-kewajibannya yang
tertunda secara musyawarah untuk mulakat,
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Pazal B
PENYELESAIAN FERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan
penalsiran danfatau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini antara PARA
PIHAK. akan diselesaikan secara musyawarah untule mufakat.

Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah unfuk mufakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, maka PARA PIHAK setuju untuk
menyelesaikan melalui Penpadilan.

Pagal 9
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepaheaman ini akan diatur lebih
lanjut dalam perjanjian tambehan [addendum), yang merupakan bagian
tidalk terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini,

2]

Faszal 10
FENUTUP

Mota Hesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK
pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempatl schagaimana disebutkan
pada awal Nota Kesepahaman ind, dibuat dalam rangkap 2 {dua) asli,
masing-masing sama bunyinym, bermaterai cukup, dan mempunyai
kebouatan hukum yang sama sstelah ditandatangani oleh PARA PIHAK,
dan mesing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Mota
Kesepahaman ini.

Demikinn  Nota  Kesepahaman ini dibuat untuk  dipatuhi  dan
dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

DR. H, ADI F;Dﬁﬂ.'f-, M5,

Lembar ke 5 dari 5 halamsn
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